Pernyataan Bersama
Koalisi Pendukung Perjuangan Rakyat Kepulauan Meranti

PENUNTASAN SEGERA KONFLIK PENGUASAAN HUTAN TANAH,
DAN TINDAK KEKERASAN DI PULAU PADANG

Konflik berkepanjangan di Pulau Padang yang meliputi 14 desa dipicu oleh keluarnya ijin perusahan
hutan tanaman industry PT. RAPP tanggal 21 Juni 2009 melalui surat keputusan Menteri Kehutanan
No. 327/Menhut-11/2009 seluas 350.165 hektar, dimana yang masuk di Pulau Padang seluas 41.205
hektar.

Konsesi RAPP di pulau padang ini sebagian besar tumpang tindih dengan tanah-tanah yang sudah
menjadi hak masyarakat local, baik berupa perkebunan karet, sagu, maupun areal perladangan dan eks
perladanangan dan perkebunan. Karena RAPP memaksakan beroperasi tanpa mendengarkan keberatan
masyarakat sehingga penolakan besaran-besaran masyarakat melalui demonstrasi sering kali terjadi,
bahkan hingga ke Jakarta.

Bermula dari PT. RAPP memaksakan memasukkan alat berat pada Mei lalu di Tanjung Padang,
masyarakat yang tergabung dalam Serikat Tani Riau berupaya menghambat agar alat berat berhenti
bekerja dan sebelum ada penyelesaian yang
bias di terima masyarakat. Tepatnya tanggal 30
Mei dari pagi hingga sore (05.30 WIB)
masyarakat demonstarsi menghambat operasi
alat berat di lokasi pelabuhan yang sedang
dibangun RAPP di desa Pulau Padang,
pelabuhan ini ada akses utama RAPP untuk
masuk memulai penebangan hutan alam di
tengah pulau dan mengeluarkan kayu /og dan
chip untuk kemudian dibawa ke pelabuhan
Futong di Sungai Apit Kabupaten Siak dan
diteruskan ke pabrik bubur dan kertas RAPP di
Pangkalan Kerinci kabupaten Pelalawan.
| Tengah malam pada hari yang sama terjadi
peristiwa pembakaran 2 alat berat di Ioka5| dlmana demostrasi dilakukan, dilakukan oleh sekelompok
orang yang tak dikenal dan terakhir 13 Juli lalu 1 alat berat juga dibakar dan 1 orang operator dibunuh
setelah terlebih dahulu disiksa dan ditembak, ini terjadi tepatnya di sei kuat desa Lukit.

Koalisi Pendukung Perjuangan Rakyat Kepulauan Meranti menilai bahwa konflik penguasaan tanah dan
hutan serta peristiwa dua kali pembakaran dan terakhir disertai kekerasan yang menelan korban nyawa
1 orang ini tampak dilakukan oleh kelompok professional, sistematis dan terencana, dan oleh karena itu
harus dibongkar hingga menemukan actor intelektualnya.

Menurut telaah lapangan yang kami lakukan, pihak-pihak yang memiliki kepentingan kuat atas tanah,
hutan dan potensi kekayaan di Pulau padang ini, yaitu :

1. Masyarakat local, baik yang menjadi bagian STR ataupun bukan yang berkepentingan untuk
mempertahankan tanah dan hutan sebagai sumber-sumber kehidupannya.



PT. RAPP, yang sedang mengejar target untuk land clearing hutan alam dan kayu-kayunya untuk
dijadikan bahan baku pabrik bubur dan kertas RAPP di pangkalan kerinci, kemudian membangun
kebun kayu akasia sesuia dengan Rencana Kerja Tahunan yang diterbitkan secara mandiri (Self
Approval) oleh direktur utama RAPP, Kusnan Rahmin, tanggal 24 Maret 2011 melalui
SK.06/RAPP/111/2011 seluas 30.087 hektar.

PT. Kondur Petroleum (Bakrie Grup), yang juga mengantongi ijin eksplotasi migas yang lokasinya
tumpang tindih dengan ijin konsesi RAPP, sementara kandungan minyak dalam kawasan ini
cukup tinggi. Perusahaan ini terhambat operasinya karena harus terlebih dahuku menuntaskan
negosiasi dengan RAPP dan Kementerian Kehutanan selaku pemangku kawasan hutan.

Pemain kayu (cukong kayu) yang memiliki kepentingan karena bertindak sebagai pembali
maupun pemodal bagi kelompok-kelompok dan perorangan yang menebang kayu log di pulau
padang. Masuknya RAPP telah memutus rantai ke sumber-sumber log, sehingga merasa
terganggu/dirugikan oleh masuknya RAPP.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti selaku pemangku pemerintahan territorial
memiliki kepentingan besar agar segala potensi sumber daya alam di Pulau Padang bias
memberikan income yang besar bagai pendapatan asli daerah dan bagi pembangunan. Jika
memakai kacamata ekonomi atau besaran PAD bukan tidak mungkin pemerintah daerah
memiliki ambisi untuk mendapatkan saham dari setiap investasi yang akan mengelola pulau
padang.

Pemilik tanah skala luas dan sedang yang berasal dari dalam maupun pulau padang yang merasa
terancam karena RAPP tidak memberikan gantirugi yang layak atas tanah-tanah yang dipakai
RAPP untuk pelabuhan, jalan akses, maupun yang masuk dalam konsesi.

Oknum Kepolisian yang mendapatkan keuntungan dan akses manfaat melalui penyediaan
tenaga perbantuan pengamanan di lokasi konflik ini, ketidakberhasilan kepolisian mengungkap
peristiwa pembakaran sejak awal menimbulkan tanda Tanya besar, apakah motif dibalik ini
semua.

Oleh karena itu kami Koalisi Pendukung Perjuangan Rakyat Kepulauan Meranti mendesak :

1.

Dibentuknya dibentuknya Tim Pencari Fakta bersama melibatkan pihak Komnas HAM-RI,
Kepolisian, Pemda Kepulauan Meranti, dan Organisasi Masyarakat Sipil.

PT.RAPP Menghentikan semua operasional di lapangan dan menarik kembali alat berat sampai
adanya kesepakatan bersama yang dapat diterima oleh para pihak. Hal ini mengacu pada surat
Komnas HAM-RI pada pimpinan PT RAPP tanggal 29 April 2011 No.1.071/K/PMT/IV/2011.

Agar Komnas HAM-RI meminta pertanggungjawab PT.RAPP, Pemda Kepulauan Meranti, dan
Kepolisian Polres Bengkalis atas pembiaran terhadap konflik berkepanjangan sehingga
menyebabkan kekerasan yang menyebabkan meninggalnya 1 orang operator alat berat
meninggal pada 13 Juli 2011 lalu.

Demikian Pernyataan ini kami sampaikan.

Pekanbaru, 21 Juli 2011

Koalisi Pendukung Perjuangan Rakyat Kepulauan Meranti

(WALHI Riau, STR, PRD Riau, JMGR, Jikalahari, Greenpeace, Kaliptra, Kabut, TIl Riau, Scale Up)



